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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur sebagai dinas yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan
urusan pemerintahan bidang statistik, sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
serta Peraturan Bupati Cianjur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika,
dan Persandian Kabupaten Cianjur, telah ditetapkan Dinas Komunikasi,

Informatika, dan Persandian.

Program Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kabupaten Cianjur Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2) Program Informasi dan Komunikasi Publik.

)

)
3) Program Aplikasi Informatika;
4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
)

5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi. Informatika,
dan Persandian Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 disusun dalam rangka
memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Anggaran belanja pada Tahun 2022 total untuk Urusan Penunjang dan
Urusan Wajib pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten
Cianjur adalah sebesar Rp. 16.834.318.355,00 terdiri dari Urusan Penunjang
sebesar Rp. 8.095.642.715,00 dan Urusan Wajib sebesar Rp. 8.251.714.730,00
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Dengan telah selesainya program kerja Tahun Anggaran 2022 yang
dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output
atau keluaran dari hasil kegiatan dapat memberikan kontribusi positif dalam
penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Cianjur,
khususnya bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian, dan bidang data
dan statistik, sehingga mampu mcndukung pimpinan dengan pcmanfaatan
informasi dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Cianjur serta
sebagal bahan penentuan kebijakan lebih lanjut.
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KATA PENGANTAR ‘ LkjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten
Cianjur Tahun Anggaran 2022 disusun dalam rangka
memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk laporan akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan
atas penggunaan anggaran. Didalamnya tertuang
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur
disusun sebagai perwujudan dan pemenuhan kewajian dalam mem-
pertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan progam dan kegiatan
Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Cianjur secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan,
dengan harapan bahwa LKIP ini dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi kinerja
organisasi selama satu tahun anggaran agar dapat melaksanakan kinerja
selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. LKIP
ini dalam penyusunannya tentu terdapat kekurangan dan kesalahan karena
berbagai macam keterbatasan, untuk itu segala bentuk saran, kritik dan saran yang
bersifat membangun dari berbagi pihak sangat kami harapkan sebagai bahan
perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian LKjIP ini disusun dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan
pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur.

Cianjur,  Pebruari 2022
KEPALA,

Drs. CECEP DICKY HARYADI
NIP : 19670220 198603 1 001
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PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Aparatur Negara dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mendukung
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan dengan prinsip good government, sehingga dibutuhkan komitmen dari
semua unsur penyelenggaran pemerintahan dan masyarakat.

Good government merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam
rangka mewujudkan pemerintah yang baik (good government), diperlukan pengembangan
dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate,
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Untuk mewujudkannya telah terbit Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pelaksanaannya telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada hakekatnya merupakan sinergi
dari akuntabilitas manajerial, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang
saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitas manajerial
menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam penggunaan dana
harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas proses
menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian misi organisasi. Sedangkan

akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar pada
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pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini seluruh aparatur
pemerintahan berkemampuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi yang
diembannya, bukan hanya sekedar patuh terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur.

Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah memerlukan dukungan sistem yang
dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, aman dari tindakan pemborosan,
kerugian dan penyalagunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya
(akurat) dan dapat diungkapkan secara memadai dalam laporan yang disajikan secara
berkala dan melembaga. Selain itu, perlu diungkapkan proses pelaksanaan berbagai
kebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan
lingkungan.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban dan pertanggung
jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk
mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi, Informatika,
dan Persandian Kabupaten Cianjur, dituntut untuk melakukan pembenahan Kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur sebagai sub sistem dari
sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur, tidak hanya mengacu pada visi dan
misi saja, melainkan juga mempertimbangkan sinergitas tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat kabupaten, provinsi dan secara nasional.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Persandian Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan kinerja pelayanan bidang
komunikasi dan Informatika, bidang persandian, dan bidang statistik kepada
masyarakat serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2022, sebagai sarana pengukuran dan evaluasi kinerja, sesuai dengan

program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.
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Dengan demikian, dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, para
pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertanggung jawab sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggung jawab
pada peningkatan kompentensi professional dan daya saing melalui berbagai
pengembangan kebijakan dan program secara efesien dan efektif.

Penyajian laporan akuntabilitas ini didasarkan peraturan Menteri Negara
pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Didalamnya memuat unsur-unsur Perencanaan Strategis dan Evaluasi
serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi,

Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur Tahun 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur, disusun dengan
maksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun
anggaran, dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini,
adalah sebagai sarana bagi organisasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelakasanaan tugas, fungsi dan kewenangan
pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan serta sebagai sarana perwujudan
kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan/atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
serta memperkuat peran dan kapasitas institusi dengan tersedianya akses pada
informasi bagi masyarakat luas. Selain itu penyusunan LKIP ini adalah untuk
memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Persandian Kabupaten Cianjur, selama tahun 2022 secara jelas, trasparan, dan dapat

dipertanggunjawabkan, dengan harapan dapat membantu unsur pimpinan dan seluruh
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jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur, dalam
mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di
tahun berikutnya. Dengan demikian program dan kegiatan pada tahun berikutnya

dapat disusun dengan lebih fokus, efektif, efesien, terukur, serta transparan.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Jumlah Pegawai di lingkungan SKPD

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah
organisasi. Ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan untuk mencapai
tujuan dan keberhasilan organisasi sebagaimana tugas Inspektorat yang tercantum
dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2021 yaitu Inspektorat mempunyai
tugas membantu Bupati dalam membina, mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh
Perangkat Daerah, serta pencapaian pemenuhan 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, dan nilai maturitas kapabilitas Aparat Pengawas Intern
Pemerintah.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten
Cianjur sebanyak 60 Orang yang terdiri dari 25 orang ASN dan 19 Orang Non ASN,
dengan rincian sesuai tabel dibawabh ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per Eselon
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Tahun 2022

No Eselon Laki-Laki Perempuan | Jumlah
1% | 1

2. 1l 4

8. AV i 2

4, Sub Koordinator 8 1

B, Staf PNS 19

6. TKK 23

60
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Tabel 1.1
Jumlah Jabatan Terisi
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Tahun 2022
No Jabatan Terisi
1. | Kepala Dinas 1
2. | Sekretaris Dinas 1
3. | Kepala Bidang 4
4. | Kepala Sub Bagian 2
5. | JF/Sub Koordinator 9
Jumlah 17
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per Jenis Kelamin dan Jabatan
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Tahun 2022
No Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan | Jumlah
1. Eselon 15
2. Staf PNS 16
3. TKK 14
4. Eselon 3
5. Staf PNS 4
TKK 8
60

132 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
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Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur
terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 70 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas
membantu Bupati dalam dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan
informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan
pemerintahan bidang statistik. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Sedangkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Cianjur, sebagai berikut :

(1). Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, urusan
pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang
statistik yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

(2). Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi :

a). Perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan,
pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika,
urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan
pemerintahan bidang statistik.

b). Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang
komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang
persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.

c). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

d). Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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e). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian Susunan Organisasi Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur, adalah sebagai
berikut :

a).  Unsur Pimpinan adalah Kepala.
b).  Unsur pembantu pimpinan Sekretaris.

¢). Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Implementasi Susunan Organisasi Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur, terdiri dari :

a). Kepala.
b).  Sekretariat, Terdiri atas :
b1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
b2. Subbagian Keuangan.
h3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
c). Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas :
cl.Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik dan

Dokumentasi;

c2. Sub Koordinator Diseminasi Informasi dan Komunikasi
Publik;

c3.Sub Koordinator Penjaringan dan Kemitraan Komunikasi
Publik

d). Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri atas :
d.1 Sub Koordinator Rekayasa dan Integrasi Aplikasi;
d.2 Sub Koordinator Layanan dan Pengelolaan Infrastruktur;
d.3 Sub Koordinator Penatalaksanaan Teknologi Informasi.
e). Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas :

el. Sub Koordinator Penyelenggaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi;

e2. Sub Koordinator Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi.
f). Bidang Statistik, terdiri atas :

f1. Sub Koordinator Layanan Data;

f2. Sub Koordinator Pengolahan dan Analisis Data.

g). UPTD.
h). Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
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h1l. Kelompok Jabatan Fungsional
h2. Jabatan Pelaksana

Dari susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Cianjur tersebut diatas, dapat diuraikan/ dijabarkan tugas pokok dan fungsi,
sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

(1). Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, urusan
pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik
untuk meningkatkan pelayanan komunikasi, keamanan informasi,
persandian dan statistik berbaris elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;

Penyusunan dan penepatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LkjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD serta Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dina;

Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dibidang komunikasi dan informatika, urusan
pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang
statistik;

Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan teknis operasional
bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang
persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;

Penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan,
perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah
tangga, dan penatausahaan Dinas;

Penyelengaraan pembinaan, koordinasi, pengendali-an dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, urusan
pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang
statistik;

Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan
UPTD;
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h.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya,;

B. Sekretaris
Tugas pokok dan fungsi Sekretaris, sebagai berikut :

(1).
).

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan meliputi
pengkoordinasiaan perencanan program, evaluasi dan pelaporan,
pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan
keuangan untuk mewujudkan tertib administrasi kesekretariatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), sekretariat
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program Kkerja dan rencana anggaran Sekretariat.

b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta
kegiatan dan anggaran dinas.

c. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja
Intansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),
serta Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Dinas ;

d. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum
pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, urusan
pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang
statistic;

e. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

f. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan
bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi keuangan;

g. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;

h. pengkoordinasian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Publik
(SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan
pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas;

I. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;

J.  pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas sesuai dengan ketentuan
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dan/atau peraturan perundang-undangan;
k. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Dinas;

I. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sekretariat;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4). Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan;
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(5). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

a. Yaitu Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Paragraf 1 Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

(1). Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian.

(2). Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam memimpin pelaksanaan pengelolaan urusan
surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan
rumah tangga dan perlengkapan kantor, penyelenggaraan urusan
perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan
administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi
kinerja Aparatur Sipil Negara agar tertib administrasi kepegawaian dan
umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundangundangan.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan
protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit
kerja;

c. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas;

d. pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan
kepemimpinan, teknis dan fungsional,

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti
ujian dinas dan ijin/tugas belajar;

f. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi: usul
kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil,
Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, usul
kebutuhan formasi, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan baik
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teknis maupun fungsional, ujian dinas dan ijin/tugas belajar,
mutasi/penempatan jabatan pelaksana, pembinaan pegawai, Kenaikan
Gaji Berkala (KGB), usul pensiun, cuti dan registrasi kepegawaian, serta
penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;

g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga (kebersihan, keamanan,
ketertiban, dan keindahan) dan perlengkapan kantor di lingkungan
Dinas;

h. penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan;

I. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas;

J.  pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
lingkungan Dinas;

k. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

I.  penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan,
informasi dan dokumentasi Dinas;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbagian
Tata Usaha dan Kepegawaian;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha dan
Kepegawaian;

0. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan

verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan,

akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset Dinas agar tertib

administrasi keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan prosedur dan

ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;

b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan
belanja tidak langsung serta belanja langsung;

c. Pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan anggaran
belanja tidak langsung dan belanja langsung;

d. Pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah
serta pembayarannya,

e. Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
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bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK);

f. Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan
Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LYS)
gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran;

g. Penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep Surat
Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan
Pembantu Bendahara;

h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan
tahunan;

I. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;

J.  Penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, rencana
kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris
dinas  sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundangundangan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbagian
Keuangan;

|. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

(1). Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh
seorang Pejabat Fungsional atau Pelaksana senior yang ditunjuk Kepala
Dinas.

(2). Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas koordinasi penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi perencanaan
evaluasi dan pelaporan program dan anggaran Dinas agar pengelolaan
perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja efektif dan efisien sesuai
dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan
fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan;

b. Penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) Dinas;
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Penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA),
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA);

Penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);

Penyiapan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai bahan
pertanggungjawaban kegiatan Dinas;

Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas;

Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan Dinas;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Koordinator
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
(1). Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.

(2). Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan, perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik untuk meningkatkan penerima informasi pembangunan
serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyusunan program Kerja dan rencana anggaran Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan Kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi bidang informasi dan komunikasi publik;

pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah serta layanan hubungan media;

penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi
publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
penyelenggaraan pelayanan informasi publik, pengelolaan informasi
publik dan penyediaan akses informasi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik;
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g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4). Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(5). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri
dari :

a. Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

(2). Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dipimpin
oleh seorang Pejabat Fungsional atau Pelaksana senior yang ditunjuk Kepala
Dinas.

(2). Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas koordinasi
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi
agar pelayanan informasi komunikasi publik dan dokumentasi terlaksana
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Koordinator  Pelayanan Informasi Publik dan  Dokumentasi
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Koordinator Pelayanan Informasi
Publik dan Dokumentasi;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria teknis terkait pelayanan informasi
publik dan dokumentasi;

c. pelaksanaan pengolahan informasi publik;

d. penyediaan saranadan prasarana pelayanan informasi publik (desk
layanan/front office);

e. pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik lintas
sektoral lingkup pemerintah daerah;

f. pengelolaan pusat basis data informasi publik dan standarisasi
pertukaran informasi untuk basisdata informasi publik lintas sektoral;
pemberdayaan dan penyediaan sarana akses informasi bagi media dan
masyarakat;
penyediaan konten informasi publik melalui media luring dan daring; i.
pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Koordinator
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Koordinator Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik

G @
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(1). Sub Koordinator Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin
oleh seorang Pejabat Fungsional atau Pelaksana senior yang ditunjuk Kepala
Dinas.

(2). Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas koordinasi
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi
diseminasi informasi dan komunikasi publik agar pengelolaan konten dan
perencanaan media komunikasi publik terlaksana sesuai dengan prosedur
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Koordinator Diseminasi Informasi dan  Komunikasi  Publik
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Koordinator Diseminasi Informasi
dan Komunikasi Publik;

b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria teknis terkait diseminasi
informasi dan komunikasi publik;

c. Pelaksanaan pengelolaan ulang konten nasional menjadi konten lokal,
dan pembuatan konten lokal dalam format digital dan cetak;

. pelaksanaan pengelolaan konten website resmi pemerintah;

e. pelaksanaan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah;

f. Pelaksanaan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah
Daerah/media internal (media massa dan media sosial);

g. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media massa, media
sosial, media luar ruang dan media tradisional milik pemerintah daerah
dan non pemerintah daerah;

h. pelaksanaan layanan informasi kebijakan pemerintah daerah;

I. Pelaksanaan perencanaan strategi komunikasi publik dan pembangunan
citra positif Pemerintah Daerah;

J.  Pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik melalui
pelatihan, fasilitasi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Koordinator
Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik;

I.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Koordinator Penjaringan dan Kemitraan Komunikasi Publik

(1). Sub Koordinator Penjaringan dan Kemitraan Komunikasi Publik dipimpin
oleh seorang Pejabat Fungsional atau Pelaksana senior yang ditunjuk Kepala
Dinas.

(2). Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas koordinasi
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi
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penjaringan informasi dan kemitraan komunikasi agar terlaksananya

manajemen komunikasi krisis, kemitraan dengan masyarakat, media dan

komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan serta
tersedianya layanan hubungan media sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub

Koordinator Penjaringan dan Kemitraan Komunikasi Publik

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Koordinator
Penjaringan dan Kemitraan Komunikasi Publik;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis terkait
penjaringan informasi dan kemitraan komunikasi;

c. Pelaksanaan monitoring isu dan opini publik di media luring dan daring;

. Pelaksanaan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral;

e. Pelaksanaan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat) dan
pengolahan aspirasi masyarakat;

f. Pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung
komunikasi publik lintas sektoral;

g. Pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan berbagai media;

h. Pelaksanaan pelayanan pembentukan komunitas informasi masyarakat;

I. Pelaksanaan pelayanan pemberdayaan kemitraan komunikasi dengan
komunitas informasi masyarakat;

J. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Koordinator
Penjaringan dan Kemitraan Komunikasi Publik;

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Aplikasi dan Informatika
(1). Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2). Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan

pembinaan teknis aplikasi informatika agar Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik terkelola sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Bidang Aplikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program Kerja dan rencana anggaran Bidang Aplikasi dan
Informatika;

h. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria teknis terkait aplikasi informatika;

c. penyelenggaraan pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan
aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten; d.

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi
Pemerintah Daerah Kabupaten;
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e. penyelenggaraan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan
sub domain dalam Pemerintah Daerah Kabupaten; f.

f. penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten;

g. pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten;

h. penyelenggaraan pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);

I. penyelenggaraan pengawasan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
(SPBE);

J. penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai
Bidang Aplikasi dan Informatika sebagai bahan perumusan kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Aplikasi dan
Informatika;

I. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksana
tugas pokok dan fungsi secara berkala di lingkungan Bidang Aplikasi
dan Informatika;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4). Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, dibantu oleh Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana.

(5). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri
dari :

a. Sub Koordinator Rekayasa dan Integrasi Aplikasi;

(1). Sub Koordinator Rekayasa dan Integrasi Aplikasi dipimpin oleh seorang
Pejabat Fungsional atau Pelaksana senior yang ditunjuk Kepala Dinas.

(2). Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas koordinasi
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar rekayasa dan integrasi
aplikasi terlaksana sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Koordinator dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.  penyusunan rencana kegiatan Sub Koordinator Rekayasa dan
Integrasi Aplikasi;

b.  pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rekayasa dan integrasi
aplikasi;

c.  pelaksanaan pembangunan, pengembangan aplikasi dan proses bisnis
pemerintahan berbasis elektronik;

d. pelaksanaan pendampingan pembangunan dan pengembangan
aplikasi;
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e.  pelaksanaan pengelolaan integrasi sistem informasi Pemerintah
Daerah;

f.  pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik
serta sistem keamanan informasi;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pemanfaatan
aplikasi Pemerintah Daerah;

h.  pelaksanaan monitoring pendayagunaan website SKPD Pemerintah
Daerah Kabupaten;

I pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan website cianjurkab.go.id;

J- pelaksanaan pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub koordinator
Rekayasa dan Integrasi Aplikasi;

I.  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Koordinator Layanan dan Pengelolaan Infrastruktur

(1).

2).

Sub Koordinator Layanan dan Pengelolaan Infrastruktur dipimpin oleh

seorang Pejabat Fungsional atau Pelaksana senior yang ditunjuk Kepala

Dinas.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas koordinasi

penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan

evaluasi serta pelaporan sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar layanan dan pengelolaan

infrastruktur teknologi informasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub

Koordinator Layanan dan Pengelolaan Infrastruktur menyelenggarakan

fungsi :

a.  pelaksanaan penyusunan kegiatan Sub Koordinator Layanan dan
Pengelolaan Infrastruktur;

b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan dan
pengelolaan infrastruktur;

c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan data center dan DRC
dan government cloud computing;

d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi
data lintas sektoral;

e.  pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi nirkabel;

f.  pelaksanaan layanan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi
dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten;

g. pelaksanaan layanan domain dan subdomain di lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten;

h. pelaksanaan pengelolaan akses internet Pemerintah Daerah
Kabupaten; i.

I. pelaksanaan fasilitas teknis Video Conference;
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J.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Koordinator
Layanan dan Pengelolaan Infrastruktur;

k.  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Koordinator Penatalaksanaan Teknologi Informasi

(1). Sub Koordinator Penatalaksanaan Teknologi Informasi dipimpin oleh
seorang Pejabat Fungsional atau Pelaksana senior yang ditunjuk Kepala
Dinas.

(2). Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas koordinasi
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar penatalaksanaan teknologi
informasi terlaksana sesuai prosedur dan Kketentuan peraturan
perundangundangan.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Koordinator Penatalaksanaan Teknologi Informasi menyelenggarakan
fungsi:

a.  pelaksanaan penyusunan kegiatan Sub Koordinator Penatalaksanaan
Teknologi Informasi;

b.  pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penatalaksanaan
teknologi informasi;

c. pelaksanaan penyusunan bahan regulasi dan kebijakan terpadu
implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

d. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan strategis teknologi
informasi komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten;

e.  pelaksanaan penyusunan bahan ekosistem Kabupaten cerdas;

f.  pelaksanaan rekayasa proses bisnis pelaksanaan di lingkungan
Pemerintah dan non Pemerintah;.

g. pelaksanaan penyusunan bahan kerjasama lintas organisasi Perangkat
Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta
non Pemerintah dalam bentuk layanan;

h.  pelaksanaan penyusunan bahan pengembangan sumber daya
Teknologi Informasi Komunikasi;

I pelaksanaan promosi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam
pemanfaatan layanan Kabupaten cerdas;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Koordinator Penatalaksanaan
Teknologi Informasi;

k.  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
(1). Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.
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(2). Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Bidang Persandian dan
Keamanan Informasi agar manajemen resiko kebocoran informasi terkelola
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Persandian
dan Keamanan Informasi;

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

Penyelenggaraan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan
keamanan informasi dan pelaksanaan operasional pengamanan
persandian di lingkungan pemerintah kabupaten;

Penyelenggaraan layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan
sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan nama domain
dan sub domain, layanan keamanan informasi e-Government serta
layanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi;

Penyelenggaraan layanan manajemen data dan informasi e-Government,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City.

Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah kabupaten, pengembangan e-Government dan Smart City
serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang
Persandian dan Informatika.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Persandian dan
Informatika.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4).  Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana.

(5). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri

dari :
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a. Sub Koordinator Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan

Informasi;

(1). Sub Koordinator Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional atau Pelaksana senior
yang ditunjuk Kepala Dinas.

(2). Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas koordinasi
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi
penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi agar pengamanan
informasi terlaksana sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Koordinator dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Koordinator
Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
b.  pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keamanan
informasi;

pelaksanaan pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi;

pelaksanaan sertifikasi keamanan informasi;

pelaksanaan penilaian mandiri keamanan informasi;

pelaksanaan rekomendasi, pendampingan serta bantuan teknis

pengembangan keamanan informasi;

g. pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan persandian
dan keamanan informasi;

h.  pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub
Koordinator Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan
Informasi;

I.  pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi rekomendasi dan
pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan
dan hibah/bantuan sosial bidang persandian dan keamanan informasi;

j. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;

k. pelaksanaan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai
bidang keamanan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan
Pemerintah Daerah;

I.  pelaksanaan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub
Koordinator Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan
Informasi;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Koordinator
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;

n.  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi
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(1).

Sub Koordinator Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi dipimpin oleh
seorang Pejabat Fungsional atau Pelaksana senior yang ditunjuk Kepala
Dinas.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas koordinasi
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi
operasionalisasi jaring komunikasi sandi agar pola hubungan komunikasi
sandi antar Perangkat Daerah terlaksana sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub

Koordinator Persandian menyelenggarakan fungsi :

a.  penyusunan rencana kegiatan Sub Koordinator Persandian;

b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Koordinator
Persandian;

c. pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, dan pengelolaan
sertifikat elektronik;

d. pelaksanaan perancangan pola dan koordinasi pelaksanaan hubungan
komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;

e.  pelaksanaan pemantauan materiil sandi, aplikasi sandi, fasilitas layanan
persandian dan pengadaan, penyimpanan, distribusi serta
pemusnahan perangkat lunak dan keras;

f.  pelaksanaan inventarisasi aset persandian, penilaian mandiri
persandian dan indeks kepuasan persandian;

g. pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub
Koordinator Persandian;

h. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi rekomendasi, dan
pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan
dan hibah/bantuan sosial bidang persandian dan keamanan informasi;

i.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Koordinator
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Statistik

().
2).

Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyediaan dan penyajian data
statistik, melaksanakan pembinaan dan rujukan statistik dasar, sektoral dan
khusus, melaksanakan pengintegrasian data dan melaksanakan tugas
pemerintahan daerah dibidang statistik untuk meningkatkan pemenuhan
data statistik sektoral kabupaten sesuai ketentuan peraturan peraturan
perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

a.  Penyusunan program Kkerja dan rencana anggaran Bidang Statistik.
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(5).

b.  Perencanaan penyediaan dan penyajian data statistik untuk bahan
perumusan pembangunan.

c.  Perumusan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan
kegiatan pengumpulan data dan statistik di lingkungan pemerintahan
daerah.

. Pengkoordinasian dan pengintegrasian data dan statistik daerah;

e.  Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan
serta pengelolaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang
Statistik;

f.  Perumusan dan penyusunan atau pemanfaatan indikator kinerja
sebagal bahan evaluasi capaian pembangunan berbagai sektor.

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang
Statistik.

h.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Statistik.

I.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk Menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Kepala Bidang Statistik, dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana;

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri
dari :

a. Sub Koordinator Layanan Data;

(1).
(2).

Sub Koordinator Layanan Data dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional

atau Pelaksana senior yang ditunjuk Kepala Dinas.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas koordinasi

penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan

evaluasi serta pelaporan sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi

layanan data agar peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mutu

statistik  daerah  sesuai  prosedur dan ketentuan peraturan

perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub

Koordinator Layanan Data menyelenggarakan fungsi :

a.  Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Koordinator Layanan
Data;

b.  Pelaksanaan pengaturan, penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian
permasalahan, dan pengembangan sistem jaringan komunikasi data;

c.  Pelaksanaan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem
basis data statistik dan basis data manajeman;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan dan melaksanakan layanan penetapan
standar format data dan informasi;

e. Pelaksanaan penyiapan bahan dan melaksnakan layanan
interoperabilitas;
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f.  Pelaksanaan penyiapan bahan dan melaksanakan layanan peningkatan

kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi

pemerintahan dan sistem informasi publik;

Pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam pengembangan statistik;

Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan publikasi

data statistik sektoral;

I. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Koordinator
Layanan Data;

J. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Pengolahan dan Analisis Data

(1). Sub Koordinator Pengolahan dan Analisis Data dipimpin oleh seorang
Pejabat Fungsional atau Pelaksana senior yang ditunjuk Kepala Dinas.

(2). Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas koordinasi
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi
pengolahan dan analisis data agar otorisasi statistik sektoral di Daerah
terlaksana sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundangundangan.

(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Koordinator Pengolahan dan Analisis Data menyelenggarakan fungsi :

a.  pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Koordinator
Pengolahan dan Analisis Statistik;

b.  pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
pengolahan dan analisis data statistik sektoral,;

c. pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan metadata statistik
sektoral;

. pelaksanaan pengolahan dan diseminasi data statistik sektoral;

e.  pelaksanaan analisis statistik semua sektor pembangunan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.  pelaksanaan updating dan analisis data statistik sektoral;

g. pelaksanaan penyiapan instrumen angket/kuesioner pengisian data ke
serluruh perangkat daerah;

h.  pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, otorisasi data
statistik sektoral sesuai dengan lingkup tugasnya;

I.  pelaksanaan penyusunan laporan rekomendasi berdasarkan anasisis
data statistik sektoral;

J.  pelaksanaan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub
Koordinator Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral;

k.  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
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(1). Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.
H. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Gambar 1.1
a. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Cianjur
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1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan, tantangan dan peluang yang ada, maka
dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur yaitu :
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a. Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil
pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional;

h. Jejaring informasi antar OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif belum
optimal;

c. Perlunya analisis berbasis teknologi terhadap berita dan informasi yang
berkembang di media cetak, elekronik, maupun sosial;

d. Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap Kelompok Informasi Masyarakat
maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;

e. Perlunya optimalisasi peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat
maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;

f.  Perlunya peningkatan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah
dengan para pelaku jurnalistik;

g. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelayanan informasi
serta keterbukaan informasi publik;

h. Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral
yang belum optimal;

i.  Pembangunan aplikasi dengan platform dan struktur berbeda;

J. Command Center, Media Center dan Data Centre belum terbangun;

k. Pengelolaan jaringan internet dan intranet belum optimal;

I Integrasi Sistem Informasi belum tercapai maksimal;

m. Kurangnya sosialisasi pedoman teknis terkait e-Government;

n. Sertifikasi keamanan informasi standar internasional belum terlaksana;

0. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian;

p. Kurangnya pemahaman, partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam
mewujudkan isi siaran radio dan TV yang sehat dan bermartabat;

g. Kurangnya ketaatan lembaga penyiaran radio dan TV terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3SPS);

r.  Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM;

s.  Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.
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Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait

dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang

berkaitan dengan komunikasi dan informatika jangka menengah, maka ditetapkan isu

strategis Diskominfosantik Kabupaten Cianjur yaitu :

i

Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan
publik;

Belum optimalnya pengawasan dari masyarakat dalam rangka penyiaran informasi
yang berkualitas;

Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan
persandian daerah;

Belum optimalnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;

Belum optimalnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil

pembangunan daerah.

27 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian 2023



§ LKIP| 2022

21  Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika,
dan Persandian Kabupaten Cianjur

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
Ingin dicapai selama 5 (lima) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Dalam sistem akuntabiltas
kinerja pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh dinas/instansi pemerintah agar dalam waktu 5 tahun kedepan mampu
menjawab tantangan lingkungan strategis lokal, regional dan nasional, namun tetap

berada dalam tatanan lokal.

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten
Cianjur, mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kemudian
berpedoman kepada tujuan dan sasaran dinas yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Rencana Strategis 2021 - 2026. Dokumen Renstra telah disusun sedemikian rupa
untuk dapat mengakomodir kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat luas dalam rangka

pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur.

2.1.1 Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur

Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPIJMD adalah visi kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan
kepala daerah. Visi dan misi kepala daerah terpilih menggambarkan arah

pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kesejahteraan masyarakat Cianjur pada tahun kedua pembangunan jangka

menengah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2021 - 2026 menjadi suatu yang harus digapai. Pemerintah Kabupaten Cianjur
dalam upaya mencapai target - target pembangunan telah menetapkan visi dan misi.

Visi :
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Cianjur Manjur Berakhlak Mulia

Visi Kabupaten Cianjur untuk RPJIMD tahun 2021-2026 memiliki pilar-pilar
seperti yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1

Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur
Beserta Pilar dan Penjelasannya

Cianjur Manjur
Berakhlak
Mulia

Religius, Berakhlak
Mulia)

Visi Pilar-Pilar Visi Penjelasan Visi
Pengembangan Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu
Sumber Daya| daerah melalui pembangunan SDM yang
Manusia (Maju, | unggul merupakan tugas bersama dalam

menciptakan bangsa yang kuat dan Negara
yang makmur. Melalui SDM yang unggul,
tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan
mental akan berdampak positif terhadap
peningkatan daya saing dan kemandirian
daerah. Pembangunan sumber daya manusia
diupayakan melalui : 1) layanan kesehatan
yang terjangkau, 2) layanan pendidikan yang
terjangkau, merata dan berkualitas, 3)
perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat,
4) Peningkatan kehidupan sosial yang mandiri
dan religius.

Pembangunan
Ekonomi
Berkelanjutan
(Mandiri)

Modal untuk melakukan pembangunan
ekonomi  adalah adanya pertumbuhan
ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi
dapat tercapai dengan peningkatan

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
pendapatan per kapita yang akan berdampak
pada peningkatan perekonomian Kabupaten
Cianjur. Potensi unggulan perekonomian
Kabupaten Cianjur yaitu :

1) pertanian dalam skala luas meliputi
tanaman pangan, perkebunan, hortikultura,
perikanan dan peternakan,

2) pariwisata alam dan budaya, 3) UMKM.
Pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
dengan memanfaatkan sumber daya alam
Kabupaten Cianjur yang melimpah didukung
dengan pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup berkelanjutan.

Pemerataan
Pembangunan

Kabupaten Cianjur merupakan kabupaten
terluas kedua di Jawa Barat, dengan demikian
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(Maju, Mandiri)

pemerataan pembangunan menjadi sangat
penting untuk mendukung pembangunan
sumber daya manusia dan perekonomian
daerah yang akan berdampak pada
peningkatan daya saing daerah.

Tata Kelola
Pemerintahan Yang
Baik Berbasis
Teknologi
Informasi (Maju)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu
upaya pemerintah untuk mencapai good
governance dan melakukan pembaharuan dan
perubahan  mendasar  terhadap  sistem
penyelenggaraan  pemerintahan  terutama
menyangkut  aspek-aspek  kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya
manusia  aparatur.  Penyelenggaraan e-
Government merupakan salah satu prioritas
pembangunan nasional yang bertujuan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam
penyelenggaran pemerintahan bertujuan untuk
mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang
baik serta peningkatan kualitas pelayanan
publik dan peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pembangunan.

Sumber : RPIMD Kabupaten Cianjur 2021 - 2026.

2.1.2 Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur dapat diwujudkan
melalui misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif,
bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0;

2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan
berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta
mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan,

kesehatan dan ekonomi;

4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin
keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup;

5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk
menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik,
professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0.

30 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian 2023



LKIP 2022

213 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur

Perwujudan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur masa
bakti Tahun 2021 - 2026 sangat ditentukan penjabaran tujuan dan sasaran

pembangunan jangka menengah.

Tujuan adalah pernyataan - pernyataan tentang hal - hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan

permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi
pemerintah melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
yang diharapkan dan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan misi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2021 - 2026, telah ditentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah

Kabupaten Cianjur.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur yang
berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan

Persandian Kabupaten Cianjur, terdapat pada Misi ke 5 yaitu :

“Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk
menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik,
professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era good
governance 3.0”.

Tujuannya adalah :
“Terwujudnya Transformasi Reformasi Birokrasi yang Berkualitas”
Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan Indikator Kinerja Sasarannya, adalah :
Nilai Indeks SPBE, dengan target :

» Tahun?2021 : 2,7
» Tahun?2022 : 27
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» Tahun 2023
= Tahun 2024

» Tahun 2025
= Tahun 2026

2 2,7
22,7
22,7
22,7

214 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika,

dan Persandian Kabupaten Cianjur

Mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten

Cianjur seperti diuraian diatas, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian

Kabupaten Cianjur, menentukan tujuan dan sasaran dinas, adalah sebagai berikut :

(@). Tujuan

1. | Mewujudkan
Elektronik yang Terintegrasi

Sistem Pemerintahan  Berbasis

2. | Meningkatkan ketersediaan dan akses data statistik
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
serta layanan publik

3. | Meningkatkan layanan distribusi informasi dan
keterbukaan informasi publik

(b). Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang

ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan

- tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah

hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,

terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan.

Sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian

Kabupaten Cianjur, yaitu :
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Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik

Meningkatnya ketersediaan dan akses data
statistik

Meningkatnya ketersediaan media distribusi
informasi pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan
(c). Indikator Sasaran

1. | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan
SPBE secara Terintegrasi

2. | Persentase Pemenuhan dan Kelengkapan Data dan
Statistik Sektoral

3.| Cakupan Pelayanan Diseminasi Informasi dan
Komunikasi Publik melalui Media

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Sasaran Strategis Jangka Menengah
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Tahun 2021 - 2026 kedalam
tabel berikut ini.
Tabel 2.2
Sasaran Strategis Jangka Menengah

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Tahun 2021 - 2026
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NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SA
TU
AN

KONDIS
1 AWAL
(2021)

TARGET

2022

2023

2024

2025

2026

KON
DISI
AKHI

Meningkatnya
ketersediaan media
distribusi
informasi

Cakupan pelayanan
Diseminasi
Informasidan
Komunikasi Publik

%

80

100

100

100

100

100

100

pembangunan dan | melalui Media
penyelenggaraan
pemerintahan
2 | Meningkatnya Persentase * 30 40 50 60 80 100 | 100
layanan Sistem Perangkat Daerah
Pemerintahan yangMenerapkan
Berbasis SPBE secara
Elektronik Terintegrasi
3 Meningkatnya Persentase % 83,55 87,09 90,32 93,54 96,77 100 100
ketersediaan dan Pemenuhan dan
aksesdata statistik | Kelengkapan Data
sektoral dan Statistik
Sektoral

22  Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan

penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal dari

level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah

dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan.

Cascading harus dilakukan secara jelas terkait dengan tugas dan fungsi unit,

secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki

keterkaitan sinergitas (alligmnment).

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB nomor 8 Tahun 2021 tentang

Sistem Manajemen Kinerja PNS maka Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian telah menyusun cascading kinerja berdasarkan Rencana Strategis,

Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
Cascading Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Cianjur

~~ Terlampir ~~
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2.3 Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk
menghasilkan Kkinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar

menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Berdasarkan Permen PAN dan RB nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah bahwa penyusunan peta
proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar

menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Peta proses bisnis bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
secara efektif dan efisien serta merupakan standar pelaksanaan pekerjaan.
Oleh karena itu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian telah

menyusun Peta Proses Bisnis sebagai berikut :

Tabel 2.4
Peta Proses Bisnis
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Cianjur

~~ Terlampir ~~

24 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini Bupati Cianjur) kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah (dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
Kabupaten Cianjur) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja.
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Melalui perjanjian Kinerja ini terwujud komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan
mencakup kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, sebagai berikut :

1.  Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah dalam rangka
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja paratur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja aparatur.

3. Dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4.  Dasar penetapan sasaran Kinerja pegawai.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2022 pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Persandian Kabupaten Cianjur, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 25
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
KABUPATEN CIANJUR

No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya Cakupan pelayanan Diseminasi 100 %
ketersediaan media Informasi dan Komunikasi
distribusi informasi Publik melalui Media

pembangunan dan
penyelenggaraan
pemerintahan

2. | Meningkatnya layanan Persentase Perangkat Daerah 40 %
Sistem Pemerintahan yang Menerapkan SPBE secara
Berbasis Elektronik Terintegrasi

3. | Meningkatnya Cakupan Pemenuhan dan 87,09 %

ketersediaan dan akses Kelengkapan Data Statistik
data statistik sektoral
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25 Rencana Anggaran Tahun 2022

Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika,

dan Persandian Kabupaten Cianjur, sebesar Rp. 16.347.357.445,00 yang dialokasikan

untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.6

Penunjang Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2022

Program/Kegiatan UL I:Xr?segizsr?
No Anggaran %&)
I. | Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 8.095.642.715,00
Kabupaten/Kota
1. | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 188119 80 .
2. | Kegiatan Administrasi Keuangan 5.780.766.200,00 7141
Perangkat Daerah '
3. | Kegiatan Administrasi Barang Milik 34.129.400,00 043
Daerah pada Perangkat Daerah i
4. | Kegiatan Administrasi Kepegawaian 200.050.000,00 5 47
Perangkat Daerah ’
5. | Kegiatan Administrasi Umum 452.210.475,00 556
Perangkat Daerah :
6. | Kegiatan Pengadaan Barang Milik 1.017.725.590,00
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 12,57
Daerah
7. | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 116.345.900,00 145
Urusan Pemerintahan Daerah ’
6. | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 361.700.000 ,00
Daerah Penunjang Urusan 4,47
Pemerintahan Daerah
JUMLAH 8.095.642.715,00 100
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Tabel 2.7
Urusan Wajib
Tahun Anggaran 2022
Sasaran Indikator Prosentase
No Strategis Kinerja Anggaran Anggaran
1. | Meningkatnya Calkupan 2.761.717.920,00 33,47
ketersediaan media %?sae)::ir;]e;r;i
distribusi informasi nf i
pembangunan dan Izoor;nllzsilkasa}n
penyelenggaraan Publik melalui
pemerintahan Media
1. | Meningkatnya layanan | Persentase 4.964.893.910,00 60,17
Sistem Pemerintahan Perangkat
Berbasis Elektronik Daerah yang
Menerapkan
SPBE secara
Terintegrasi
2. | Meningkatnya Cakupan 525.102.900,00 6,36
ketersediaan dan akses | Pemenuhan dan
data statistik sektoral Kelengkapan
Data Statistik
3. | Meningkatnya Cakupan 276171792000 | 3347
ketersediaan media pelayanan
distribusi informasi Diseminasi
pembangunan dan Informasi dan
penyelenggaraan Komunikasi
pemerintahan Publik melalui
Media
JUMLAH 825171473000 100

Jumlah rencana anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Persandian Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, untuk urusan wajib sebesar
Rp. 8.251.714.730,00 dan Urusan Penunjang Pemerintahan sebesar Rp.
8.095.642.415,00 sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 16.347.357.445,00
2.4  Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur,

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai upaya untuk meningkatkan
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akuntabilitas, serta melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-
masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan
misi dan visi instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian

Kabupaten Cianjur Tahun 2022, ditunjukkan pada Tabel 2.8 di bawabh ini.
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Tabel 2.8
INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN

KABUPATEN CIANJUR

No

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

RUMUS PERHITUNGAN

SUMBER DATA

Meningkatnya
ketersediaan media
distribusi informasi
pembangunan dan
penyelenggaraan
pemerintahan

Cakupan pelayanan Diseminasi
Informasi dan Komunikasi Publik
melalui Media

%

Jumlah media pelaksanan
diseminasi dan distribusi
informasi dibagi target jumlah
media pelaksanaan diseminasi
dan distribusi informasi dikali
100 %

Bidang Informasi

dan Komunikasi

Publik dan Bidang
Persandian

2. | Meningkatnya layanan Persentase Perangkat Daerah yang % Jumlah Perangkat Daerah yang Bidang Aplikasi
Sistem Pemerintahan Menerapkan SPBE secara menerapkan SPBE terintegrasi Informatika
Berbasis Elektronik Terintegrasi dibagi jumlah Perangkat

Daerah dikali 100 %

3. | Meningkatnya Cakupan Pemenuhan dan %

ketersediaan dan akses
data statistik sektoral

Kelengkapan Data Statistik

Jumlah Perangkat Daerah yang
memenuhi kelengkapan data
statistik dibagi Jumlah
Perangkat Daerah dikali 100 %

Bidang Statistik
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3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/618/2004
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran
strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
PREDIKAT Nilai CAPAIAN KINERJA
Warna| Persentase Keterangan
nla Tidak Ada Target/ tidak dilakukan pengukuran
- < 100% Tidak Tercapali
= 100% Tercapal
> 100% Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator
kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja
sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator
kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja

sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
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pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu
dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan kinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi

pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur, melakukan review terhadap
Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan

dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur,
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-
masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra 2021 - 2026 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian Indikator Sasaran Strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Persandian Kabupaten Cianjur Tahun 2022 dapat digambarkan pada Tabel 3.3
dibawabh ini.
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Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Cianjur

Tahun 2022
. Tahun 2022 . Capaian Tahun 2022
No Sasaran Strategis Indikator CapgE ULt terhadap Target Akhir
2021 Target Realisasi % Realisasi Renstra Renstra (%)
1. | Meningkatnya ketersediaan | Cakupan pelayanan
media distribusi informasi | Diseminasi Informasi dan
pembangunan dan Komunikasi Publik melalui 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%
penyelenggaraan Media
pemerintahan
2. | Meningkatnya layanan Persentase Perangkat
Sistem Pemerintahan Daerah yang Menerapkan 30% 40 % 100% 100% 100% 100%
Berbasis Elektronik SPBE secara Terintegrasi
3. | Meningkatnya ketersediaan | Cakupan Pemenuhan dan
dan akses data statistik Kelengkapan Data Statistik 80% 87,09 % 100% 100% 100% 100%
sektoral
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Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Cianjur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026. Jumlah sasaran
strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Renstra 2021 - 2026 adalah
sebanyak 3 (tiga) sasaran. Dari 3 (tiga) sasaran ini ditentukan 3 (tiga) indikator

kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Adapun pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Persandian Kabupaten Cianjur, dilihat dari Sasaran Strategis pada Rencana
Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur,

Tahun 2022, dapat diperinci sebagai berikut :

Sasaran |

Meningkatnya ketersediaan media distribusi informasi pembangunan
dan penyelenggaraan pemerintahan

Distribusi informasi komunikasi pendukung keterbukaan informasi publik,
yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Cianjur, sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten

Cianjur 2016 - 2021, terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu :

1). Jumlah komunikasi media sosial
2). Jumlah surat kabar nasional/lokal
3). Jumlah penyiaran radio/TV lokal
4). Website milik pemerintah daerah

5). Pameran/Expo

Pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :
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Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Tahun 2022
Kondisi
Indikator Kinerja E\'Ar/:\l”a Target Realisasi Prosentase
No Pembangunan Daerah RKPD (%)
2021 2022
1. | Cakupan pelayanan 100 100 100 100 %
Diseminasi Informasi
dan Komunikasi
Publik melalui Media

Pada Tabel 3.3 tersebut diatas, terlihat bahwa jumlah media komunikasi tercapai
sesuai dengan target, yaitu sebanyak 4 media, yang terdiri dari media sosial youtube,
facebook, instagram dan tiktok atau capaian kinerja tercapai 100 %. Data jaringan
terlampir pada Lampiran 1.

Jumlah surat kabar nasional/lokal dengan target 31 surat kabar, tercapai sesuai
dengan target, yaitu 31 surat kabar nasional dan lokal yang beredar di Kabupaten
Cianjur, sedangkan media surat kabar dan Televisi yang mengadakan kemitraan
dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur Tahun
2022 ditargetkan sebanyak 2 (dua) lembaga induk yang menaungi semua media yang
ada di Kabupaten Cianjur yaitu : Persatuan Wartawan Indonesia (PW1) dan lkatan
Jurnalis Televisi Indonesia (1JTI) surat kabar dan tercapai 100 %,

Jumlah penyiaran radio/TV lokal dari target 9 penyiaran radio/TV lokal tercapali
sesuai dengan target. Penyiaran radio/TV lokal terdiri dari siaran radio lokal RSPD
Cianjur FM 102,5. Data Siaran Radio Lokal terlampir pada Lampiran 2.

Website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan target adalah 1
(satu) website yang dikelola, dan tercapai sesuai dengan target, yaitu tersedianya
website Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang dikelola setiap hari, yaitu
Cianjurkab.go.id. Sedangkan subdomain dari Cianjurkab.go.id, terlampir pada
Lampiran 3.

Pameran / Expo dengan target 1 (satu) kali pameran terlaksana dan tercapai

100%, yaitu dengan pelaksanaan pameran pada hari jadi Cianjur.
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Sasaran |l

Meningkatnya layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Meningkatnya layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan
sasaran strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten
Cianjur, sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas

Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur 2021 - 2026.

Capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan dan fasilitasi
persandian dan informatika pada Tahun 2022 dapat dicapai 100%. Sesuai dengan

Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD, uraiannya adalah sebagai berikut :

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan salah satu
Perangkat Daerah pengampu program strategis Canjur Caang. Cianjur Caang
Informasi adalah layanan akses internet bagi masayarakat yang dikembangkan
melalui penyediaan lokus-lokus wifi area publik, penanganan blankspot jaringan,
dan penyusunan DED jaringan telekumunikasi. Sesuai dengan arahan tersebut
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur telah
memasang 120 titik wifi publik gratis dan pembangunan 15 menara telekomunikasi

untuk wilayah blankspot sehingga target tercapai 100%.

Kemudian pada tahun 2022 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
telah menyiapkan pemasangan jaringan intranet di 31 Perangkat Daerah dan RSUD
sebagai persiapan penyediaan layanan internet OPD yang mulai dilaksanakan di
Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian indikator kinerja Program Aplikasi
Informatika tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34
Capaian Indikator Kinerja
Bidang Persandian dan Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Tahun 2022
Kondisi
Kinerja Target Realisasi
N Indikator Kinerja Awal 2022 2022 Prosentase
Pembangunan Daerah RKPD (%)
2021
1. | Persentase Perangkat
Daerah yang 100 40 100 100
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Menerapkan SPBE
secara Terintegrasi

Sasaran Il

Meningkatnya ketersediaan dan akses data dan statistik sektoral

Cakupan pemenuhan dan kelengkapan data statistik merupakan sasaran
strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur,
sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur 2021 - 2026.

Capaian kinerja sasaran strategis bidang statistik pada Tahun 2022 dapat
dicapai 100 %. Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD, uraiannya
adalah sebagai berikut :

1). Aplikasi Cianjur Satu Data
2). Dokumen Aplikasi Cianjur Satu Data
3). Buku “Profil Data Kabupaten Cianjur”.

Pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 11, berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja
Bidang Statistik
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Tahun 2022
Indikator Kinerja Kondisi Prosentase
No Pembangaunan Kinerja Awal Target 2022 | Realisasi 2022
Daerah RKPD (%0)

1. | Cakupan

Pemenuhan dan

Kelengkapan Data 80 % 87,09 % 100 % 100

Statistik

Dokumen aplikasi “Cianjur Satu Data” dengan target kinerja “1 dokumen”, pada
Tahun 2022 indikator kinerja tercapai 100 % atau dokumen tersebut beserta aplikasinya
tersedia dan siap digunakan oleh yang berkepentingan.

Buku “Profil Data Kabupaten Cianjur” dengan target kinerja “1 dokumen”, pada Tahun

2022 indikator kinerja tercapai 100 % atau buku tersebut tersedia. Siap digunakan oleh
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kalangan pemerintahan sebagai bahan acuan kebijakan dan atau pihak lain yang

berkepentingan dan membutuhkannya.

Sedangkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
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Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, dan PERSANDIAN
KABUPATEN CIANJUR

Tahun 2022
% CAPAIAN
INDIKATOR % PENYERAPAN
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KINERJA YANG> 100 ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI
%
1 | Meningkatnya ketersediaan media Cakupan pelayanan
distribusi informasi pembangunan dan | Diseminasi Informasi dan 100 97 18 P o3
penyelenggaraan pemerintahan Komunikasi Publik melalui ’ 2
Media
2 | Meningkatnya layanan Sistem Persentase Perangkat Daerah
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Menerapkan SPBE 100 92,03 7,97
secara Terintegrasi
3 | Meningkatnya ketersediaan dan akses | Cakupan Pemenuhan dan 100 99.41 0.59
data statistik sektoral Kelengkapan Data Statistik ’ ’

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh indikator sasaran strategis dapat dicapai dengan tingkat realisasi diatas 100 % dan serapan anggaran di bawah 100 %

49 |Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian 2023



LKIP

2022

3.3 Realisasi Anggaran

Kinerja. Adapun realisasi dan kinerja anggaran pada Dinas Kominfosan Kabupaten Cianjur terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7

REALISASI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, dan PERSANDIAN
KABUPATEN CIANJUR

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan Kkinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Meningkatnya
ketersediaan media
distribusi

informasi
pembangunan dan
penyelenggaraan
pemerintahan

Cakupan pelayanan
Diseminasi Informasi
dan Komunikasi
Publik melalui Media

dan Komunikasi
Publik

Tahun 2022
Capaian KINERJA KEUANGAN
NO S?QiﬁERé\:\; INDIKATOR Tahun REALISASI NAMA PROGRAM %
Sebelumnya | TARGET | REALISASI (%) PAGU REALISASI REALISASI
1 100 % 100% 100% 100% Program Informasi 2.761.717.920 2.733.684.740 98,98
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2 Meningkatnya Persentase Perangkat 30 % 40% 100% 100% Program Aplikasi 4.964.938.910 4.287.172.540 86,35
layanan Sistem Daerah yang Informatika
Pemerintahan Menerapkan SPBE
Berbasis secara Terintegrasi Program 486.915.910 474.853.000 97,52
Elektronik Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan
Informasi
3 Meningkatnya Cakupan Pemenuhan 80 % 87,6 % 100 % 100 % Program 525.102.900 522.007.950 99,41
ketersediaan dan dan Kelengkapan Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

akses data statistik
sektoral

Data Statistik
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi.
Perhitungan capaian kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator
sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta

menunjukan validitas data kinerja yang hitung dalam capaian kinerja per bidang.

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu
kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan
organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk dalam lingkungan
pemerintahan. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi juga
merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas Good governance dilingkungan pemerintah kabupaten.

Untuk itu agar administrasi pemerintah daerah dapat mengaplikasikan
telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) yang tepat guna, maka
perlu dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu
atau modernisasi.

Indikator Kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah :
“Cakupan pelayanan diseminasi informasi dan komunikasi publik
melalui Media”

Pengembangan komunikasi informasi dan media massa meliputi

indikator Kkinerja jumlah jaringan komunikasi. Target kinerja untuk jaringan
komunikasi ini sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak 120 jaringan. Salah
satu jaringan komunikasi yang menjadi prioritas utama sesuai dengan Janji
Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu pemasangan WiFi gratis pada failitas umum.

Maraknya penggunaan internet sebagai fasilitas untuk bekerja,

bersosialisasi, dan hiburan telah menjangkau berbagai kalangan, baik usia tua,

muda, professional, pengusaha, pelajar, hingga anak-anak, dan angka penetrasi
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dan literasi Intemet kian menaik seiring mudah dan murahnya akses terhadap
Intemnet. Wifi yang terhubung dengan koneksi Internet merupakan media dasar
komunikasi yang populer saat ini. Fasilitas umum disini meliputi taman dan
area publik, pusat transportasi. Bupati dan Wakil Bupati terpilih
mengamanahkan interaksi dan turut serta warga dalam pembangunan kota,
menjanjikan untuk membangun WiFi gratis pada fasilitas—fasilitas umum.
Tentu saja pembangunan dan penempatan titik-titik Wifi ini diharapkan dapat
membantu mewujudkan konektifitas, baik antar warga maupun warga dengan
Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Target pemasangan Wifi gratis pada fasilitas umum sebanyak 120 titik
dapat dicapai 100%. Titik - titik yang telah dipasang Wifi gratis pada fasilitas
umum, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Titik Lokasi Wifi Publik Terpasang
Tahun 2022

~ Terlampir ~

b. Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur, pada tahun 2022 sesuai
dengan urusan komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai target
dengan indikator Kinerjanya. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
terdiri dari 1 program dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai
berikut :
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Tabel 3.9
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA dan PERSANDIAN

Tahun Anggaran 2022

Program / Prosentase
No | Kegiatan/Sub Pagu (gng)garan Realisasi 0
Kegiatan P- (%6)

I. | Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 | Pengelolaan
Konten dan
Perencanaan 649.466.500 631.816.440 97,28
Media Komunikasi
Publik

1.2 | Pengelolaan Media
Komunikasi 277.819.560 276.599.560 99,56
Publik

1.3 | Pelayanan
Informasi Publik

151.677.680 151.376.060 99,80

1.3 | Penguatan
Kapasitas Sumber
Daya Komunikasi
Publik

1.4 | Penyelenggaraan
Hubungan
Masyarakat,
Media dan
Kemitraan
Komunitas

JUMLAH 2.761.717.920 2.733.684.740 98,98

211.460.700 211.384.700 99,96

1.471.293.480 1.462.507.980 100

Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media
Komunikasi Publik dari besaran pagu anggaran sebesar Rp. 649.466.500,00
dapat terealisasi sebesar Rp. 631.816.440,00 atau sebesar 97,28%. Adapun
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indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sejumlah 1 dokumen

dan terealisasi 100 %.

Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dari besaran
pagu anggaran sebesar Rp. 277.819.560,00 dapat terealisasi sebesar Rp.
276.599.560,00 atau sebesar 99,56 %. Adapun indikator sub kegiatannya
adalah Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi
Publik sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%.

Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik dari pagu anggaran sebesar
Rp. 151.677.680,00 dapat terealisasikan sebesar 99,80 % atau Rp.
151.376.060,00. Indikator sub kegiatannya adalah Dokumen Hasil
Pelayanan Informasi Publik sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100 %.

Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
dengan pagu anggaran Rp. 211.460.700,00 dapat direalisasikan sebesar
99,96 % dengan indikator sub kegiatan Jumlah Sumber Daya Komunikasi
Publik yang Meningkat Kapasitasnya sebanyak 16 orang dan terealisasi 100
%.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan
Kemitraan Komunitas dengan pagu anggaran Rp. 1.471.293.480,00 dapat
direalisasikan 100 %. Adapun indikator sub kegiatannya adalah Jumlah
Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan komunitas dalam
Mendiseminasikan Informasi Pogram sebanyak 1 dokumen dan terealisasi
100%.
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2. Bidang Statistik
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Ketersediaan dan kelengkapan data statistik merupakan salah satu
tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
Kabupaten Cianjur untuk memenuhinya. Ketersediaan data ditargetkan
melalui aplikasi Cianjur Satu Data dan Buku Profil Kabupaten Cianjur.
Sedangkan untuk kelengkapan datanya ditargetkan dengan penyusunan
Buku Indikator Makro Kabupaten Cianjur.

Ketersediaan dan kelengkapan data statistik disusun dan disediakan
sebagai bahan kebijakan daerah dalam menentukan keputusan -
keputusan pemerintahan dan pembangunan untuk masa yang akan
datang, sehingga akurasi dan ketepatan data sangat perlu untuk
diperhatikan. Dengan demikian kebijakan - kebijakan yang diambil untuk
pembangunan kedepan dapat tepat sasaran, tepat waktu dan tepat dalam
hal pembiayaan

Data dan statistik merupakan komponen sekaligus instrumen
strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik
menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal
31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik
itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya,
sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah
Selain itu, statistik berguna dalam mengevaluasi dampak kebijakan
pembangunan yang berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu

indikator kualitatif dan kuantitatif.
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Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan
data dan informasi statistik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan
relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen
kebijakan dalam meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah.
Indikator Kinerja Bidang Data dan Statistik, adalah :

“Prosentase Ketersediaan dan Kelengkapan Data Statistik
Sektoral”

Ketersediaan dan kelengkapan data statistik merupakan salah satu
tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Cianjur untuk memenuhinya. Ketersediaan data
ditargetkan melalui aplikasi Cianjur Satu Data dan Buku Profil
Kabupaten Cianjur. Sedangkan untuk kelengkapan datanya ditargetkan
dengan penyusunan Buku Indikator Makro Kabupaten Cianjur.

Ketersediaan dan kelengkapan data statistik disusun dan disediakan
sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan keputusan -
keputusan pemerintahan dan pembangunan untuk masa yang akan
datang, sehingga akurasi dan ketepatan data sangat perlu untuk
diperhatikan. Dengan demikian kebijakan - kebijakan yang diambil untuk
pembangunan kedepan dapat tepat sasaran, tepat waktu dan tepat dalam
hal pembiayaan.

b. Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur, pada tahun 2022 sesuai
dengan urusan bidang statistik dalam rangka mencapai target dengan
indikator kinerjanya. Urusan data dan statistik terdiri dari 1 program, 1

kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut :
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Tabel 3.10
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bidang Statistik
Tahun Anggaran 2022
Program, Kegiatan, Pagu o Prosentase

No Sub Kegiatan Anggaran el (%)
I. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
" | Kabupaten/Kota

Koordinasi dan

Sinkronisasi

Pengumpulan,
oy Pengolahan, Analisis 286.754.900 | 285.599.500 99,60

dan Diseminasi Data

Statistik Sektoral

Pengembangan
L2 | | nfrastruktur 238.348.000 | 236.408.450 99,19

JUMLAH 525.102.900 | 522.007.950 99,41
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,

Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan pagu

anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 286.754.900 dapat terealisasi
sebesar Rp. 285.599.500 atau sebesar 99,60 %. Adapun indikator sub
kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik

Sektoral sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%.

Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dari besaran pagu
anggaran sebesar Rp. 238.348.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.
236.408.450,00 atau sebesar 99,19 %. Adapun indikator kegiatannya

adalah Jumlah Infrastruktur Statistik sebanyak 1 unit dan terealisasi

100% yang tercakup dalam Sistem/Aplikasi Cianjur Satu Data.

Informatika,

dan Persandian



LKIP 2022

3. Bidang Persandian
a). Penjelasan umum sasaran dan indikator

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sandi dan
telekomunikasi merupakan prasyarat pemenuhan fasilitasi kebutuhan
akan informasi persandian dapat tercapai. khususnya distribusi informasi
sandi dan telekomunikasi antar perangkat daerah pada lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Persandian dan telekomunikasi yang merupakan salah satu tugas
dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten
Cianjur untuk memenuhinya. Persandian dan telekomunikasi ditargetkan
dengan pemenuhan kebutuhan sandi dan telekomunikasi.

Pada perkembangannya bidang urusan persandian menjadi sangat
penting sebagai penyampai informasi dan penjaga kerahasiaan dokumen
negara. Sesuai dengan arahan dari Lembaga Sandi Negara, pemerintah
daerah dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan dan perundang -
undangan mengenai persandian.

Indikator Kinerja urusan bidang persandian, adalah :

“Meningkatnya layanan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik”

b). Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan

Informasi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur pada tahun 2022 sesuai

dengan urusan bidang persandian dalam rangka mencapai target dengan
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indikator kinerjanya. Bidang Persandian terdiri dari 1 program dengan 2
(dua) kegiatan setelah perubahan, sebagai berikut :

Tabel 3.11
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bidang Persandian
Tahun Anggaran 2022

Pagu Prosentase

Realisasi

No Nama Kegiatan ArEEaTT %)

11. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi

1 | Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota

1.1 | Operasionalisasi
Jaring Komunikasi

Sandi Pemerintah 486.915.910 474.853.000 97,52
Daerah
Kabupaten/Kota

JUMLAH 486.915.910 474.853.000 97,52

Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari besaran pagu anggaran
sebesar Rp. 486.915.910,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 474.853.000,00
atau sebesar 97,52 %. Adapun indikator sub kegiatannya adalah Jumlah
Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
sebanyak 63 Perangkat Daerah atau tercapai 100%. Selain itu, perangkat
Repeater yang dipelihara adalah repeater yang terletak di Gunung
Bengbreng selama 12 bulan. serta sarana dan prasarana alat komunikasi
dan persandian sebanyak 120 titik, yaitu yang tersebar di tiap kecamatan

di Kabupaten Cianjur.
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- Program Aplikasi Informatika

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur pada tahun 2022 sesuai
dengan bidang Aplikasi Informatika dalam rangka mencapai target
dengan indikator kinerjanya. Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari 1
program dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai
berikut :

Tabel 3.12
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bidang Aplikasi Informatika
Tahun Anggaran 2022

Pagu Prosentase

Realisasi

No Nama Kegiatan Anggaran (%)

I. | Program Aplikasi Informatika

1. | Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

1.1 | Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Sistem Jaringan Intra
Pemerintah Daerah

260.684.100 255.195.550 97,89

2. | Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2.1 | Pengelolaan Pusat
Data

2.2 | Penyelenggaraan
Sistem Komunikasi
Intra Pemerintah

826.372.260 811.280.840 98,17

3.236.477.550 | 2.596.496.900 80,23

Daerah
2.3 | Penyelenggaraan
Sistem Penghubung 641.405.000 624.199.250 97,32
Layanan Pemerintah
JUMLAH 4.964.938.910 | 4.287.172.540 86,53
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Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah
Daerah dari besaran pagu anggaran sebesar Rp. 260.684.100,00 dapat
terealisasi sebesar Rp. 255.195550,00 atau sebesar 97,89 %. Adapun
indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Sistem Jaringan Intra

Pemeritnah sebanyak 1 unit dan tercapai 100%.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data dari besaran pagu anggaran
sebesar Rp. 826.372.260,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 811.280.840,00
atau sebesar 98,17 %. Adapun indikator sub kegiatannya adalah Jumlah
Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola sebanyak 1 unit Data

Center dan tercapai 100%.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra
Pemerintah Daerah dari besaran pagu anggaran sebesar Rp.
3.236.477.550,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.596.496.900,00 atau
sebesar 80,23 %. Adapun indikator sub kegiatannya adalah Jumlah
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah

Daerah sebanyak 1 dokumen dan tercapai 100%.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah dari besaran pagu anggaran sebesar Rp. 641.405.000,00
dapat terealisasi sebesar Rp. 624.199.250,00 atau sebesar 80,23 %.
Adapun indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Layanan Publik yang
Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
sebanyak 18 layanan dan tercapai 100%.

Selain itu, perangkat wifi gratis sebanyak 120 titik, yaitu yang

tersebar di tiap kecamatan di Kabupaten Cianjur dan pembangunan
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diskomi?\fe

menara telekomunikasi sebanyak 15 menara di beberapa titik blankspot
di Kabupaten Cianjur.

34 Penghargaan Prestasi Tahun 2022
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Tabel 3.11
Penghargaan yang diraih Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur
Tahun 2022
Nama Tingkat Pemberi Tempat dan Tanggal Dokumentasi
Penghargaan Penghargaan Penerimaan Penghargaan
1 Kategori  Ajeg | Provinsi Persatuan Bandung, Rabu 23/Maret/2022/
Pangaping Wartawan

Indonesia (PWI)
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur disusun untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur berdasarkan tolak

ukur perencanaan strategis dan sistem akuntabilitas yang memadai.

LKIP ini berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat
pendorong terwujudnya good govermance dalam perspektif yang lebih luas, maka
LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada publik. Oleh
karena itu, LKIP Dinas Komunikasi, Informatika,
dan Persandian Kabupaten Cianjur diharapkan dapat menumbuhkan saran-saran
dan kritik—kritik membangun dan konstruktif terhadap eksistensi internal dan
eksisistensi ekternal Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten

Cianjur.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur harus
selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal tersebut akan terkait langsung dengan
kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah di pemerintahan Kabupaten

Cianjur.

Dengan selesainya LKIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur untuk selalu
konsisten meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan, sehingga hasil
pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika; urusan bidang data
statistik; dan urusan bidang persandian dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang

telah ditentukan.

Demikian Laporan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
Kabupaten Cianjur Tahun 2022 ini dibuat dengan harapan akan menumbuhkan
saran-saran dan kritik-kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan

eksistensi eksternal Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten
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Cianjur, sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya LKIP ini.

Akhirnya disertai dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak dan
menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Persandian Kabupaten Cianjur untuk selalu meningkatkan Kkinerjanya dalam tahun

- tahun mendatang.

Cianjur, Pebruari 2023

KEPALA

Drs. CECEP DICKY HARYADI
NIP : 19670220 198603 1 001
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